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KONFLIK VERTIKAL DAN PERAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL

Oleh : Suyanto®*

- Abstract

Based on experience during the implementation of fiscal decentralization policy
in Indonesia, there are still many warm and central issues happened horizontally and
also vertically up to now. The existence of disgruntled demand has been rised Jfrom
some otonomous regions to get larger in fiscal decentralization fund allocation,

Various society disgruntled demands are not only from otonomous regions which
its position of fiscal need is larger than fiscal capacities, but also rised from other area
which its fiscal capacities is larger than fiscal need. Those areas are same to claim
larger fund acquirement of fiscal decentralization from central government with many
different reasons.

Many rich areas rise its disgruntled demand, it caused generally they feel to be
exploited by central government. While the areas which have low fiscal capacities, feel
it is not enough to fulfill their expenditure need. Finally they depress the central
government to get larger fiscal decentralization fund addition.

Autonomous regional policy which is signed by rising of Law No. 22 Year 1999
about local Government, then followed by policy of fiscal decentralization which is
based on Law No. 25 Year 1999 about monetary balancing among Central and local

Government, also caused by disgruntled demand and reformation effort which had
been tried before.

Keywords : Vertical conflict phenomenon, local autonomy, local government, central

government, fiscal imbalance, fiscal decentralization, governmental
communication role

LATAR BELAKANG

Kebijakan desentralisasi merupakan suatu refleksi dalam proses reformasi politik,
sosial budaya, dan ekonomi, sehingga perubahan politik dan sosial budaya terutama di
negara-negara berkembang telah diwarnai dengan kecenderungan pergeseran pelayanan
publik dari wewenang pemerintah pusat beralih menjadi wewenang tingkat pemerintah
yang lebih dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, desentralisasi merupakan sebuah
alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara dalam memberikan pelayanan publik
yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih
demokratis.

Desentralisasi memiliki pengertian perpindahan kekuasaan politik, fiskal, dan
administratif dari pemerintah pusat ke unit-unit pemerintah sub-nasional, sehingga
kerangka desentralisasi harus menghubungkan pendanaan lokal dan otoritas fiskal
dengan tanggung jawab dan fungsi penyediaan layanan dari pemerintah lokal agar para

politisi lokal dapat menanggung biaya keputusan mereka dan menyampaikan janji-janji
mereka (Degefa, 2003).

*Dr.Ir. Suyanto, MM, Dosen Universitas Dr. Soetomo Surabaya
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Sebagai upaya penyediaan barang publik, kebijakan desentralisasi fiskal dapa
dipandang sebagai transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah suk
nasional. Pemerintah sub nasional adalah tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalamr
suatu negara. Menurut Boex (2001) menyatakan bahwa transfer keuangan dar
pemerintah pusat kepada pemerintah sub nasional diwujudkan dalam bentuk transfe
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan menurut Hamic
(2003), desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan
yang meliputi transfer Bagi Hasil, DAU dan DAK dari pemerintah pusat kepada daerat
otonom.

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh beberapa pemikiran yang menjadi landasar
teoritis, yuridis, maupun empiris mengapa diperlukan perimbangan keuangan antarz
pemerintah pusat dan daerah yang dituangkan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahur
1999, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara R
Nomor 3848. UU No. 25 Tahun 1999 ini kemudian berkembang menjadi Undang-Undang
No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusatdan Daerah.

Beberapa pemikiran tentang desentralisasi fiskal, diantaranya dijelaskan oleh Hincz
IP Pandjaitan dkk (2000), Pertama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesiz
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil
makmur, dan merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua
pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakar
melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberi kesempatar
bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil gunz
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk itu diperlukan keikutsertaan masyarakat
keterbukaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ketiga, bahwa untuk
mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumbersumbel
pembiayaan berdasar-kan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perit
diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistenr
keuangan yang diatur berdasarkan pembagian-kewenangan, fugas, dan tanggung jawat
yang jelas antar tingkat pemerintahan. Keempat, bahwa Undaing-undang Nomor 32 Tahur
1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-daerah yang
Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, sudah tidak sesuai lagi dengar
perkembangan keadaan serta adanya kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalamr
mendukung otonomi daerah maka perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur perim:
bangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintah Orde Baru telah mencatat prestasi dalam hal pemerataan kesejahteraar
masyarakat, berbagai macam konflik vertikal maupun horisontal telah terjadi di berbaga
daerah dalam rentang skala dan motif yang sangat brarvariasi, menyusul keruntuhar
pemerintahan Presiden Suharto pada tahun 1998. Mesk.ipun, gejala ini sebenarnya telar
merupakan gejala internasional yang terjadi juga di berbagai negara, dimana terjad
keruntuhan suatu rezim otoriter yang telah membunuh aspirasi politik warganya selamz
bertahun-tahun.

Atas dasar pengalaman terjadinya beberapa konflik vertikal dan horisontal tersebut
serta beberapa pertimbangan dan pemikiran untuk me:ngatasi adanya konflik vertikal dar
horisontal di Indonesia, maka pemerintah bersama DF°R mengeluarkan UU No. 25 Tahur
1999 yang kemudian berubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangar

keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai wuijtd dari kebijakan desentralisasi fiska
di Indonesia.
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Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa pemikiran sebagaimana terdapat pada latar belakang
tersebut, maka rumusan masalah penunulisan ini sebagai berikut : Bagaimanakah kajian
secara teoritik, yuridis, serta empiris kebijakan desentralisasi fiskal dan peran komunikasi
pemerintah pusat dalam upaya menekan terjadinya konflik vertikal di Indonesia ?

Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalah-an sebagaimana disebutkan diatas, maka tujuan
penulisan ini untuk mengkaji dan menguraikan secara teoritik, yuridis, serta empiris
kebijakan desentralisasi fiskal dan peran komunikasi pemerintah pusat dalam upaya
menekan terjadinya konflik vertikal di Indonesia.

Manfaat Penulisan

Manfaat Operasional Bagi Pembuat Kebijakan

Kebijakan desentralisasi fiskal yang diterapkan hingga saat ini bukanlah tujuan akhir,
=lapi sebagai alat (instrumen), diantaranya untuk tujuan memperbaiki terjadinya
xetimpangan fiskal vertikal dan horisontal. Penulisan ini diharapkan -dapat memberi
masukan kepada pemerintah agar pelaksanaan desentralisasi fiskal tetap searah dengan
juan tersebut.

Manfaat lainnya dari penulisan ini adalah mendorong pemerintah dalam
menggunakan alokasi anggaran sesuai skala prioritas, dapat dipergunakan bagi para
pengambil kebijakan agar desentralisasi fiskal dapat mendorong pada upaya perbaikan
®=rhadap ketimpangan fiskal vertikal maupun horisontal di Indonesia yang pada akhirnya
mampu menekan terjadinya konflik vertikal dan horisontal di Indonesia.

Manfaat Bagi Pengembangan llmu Pengetahuan

Sejak implementasi kebijakan desentralisasi fiskal mulai Januari 2001 hingga saat ini
=ah terjadi perubahan terhadap pengelolaan fiskal yang selama ini didominasi
semerintah pusat beralih kepada pemerintah daerah. Adanya kebijakan ini diharapkan
penge-lolaan fiskal di daerah dapat lebih efektif dan efisien.

Penulisan ini mendeskripsikan secara teoritis, yuridis maupun empiris kebijakan
2esentralisasi fiskal sebagai studi kasus, dengan tujuan untuk melihat instrumen
2=sentralisasi fiskal dalam bentuk dana perimbangan dan pentingnya peran komunikasi
semerintah pusat terhadap daerah otonom provinsi maupun kabupaten / kota.

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan kebijakan
S=suai dengan tujuan desentralisasi fiskal, yaitu mengatasi terjadinya ketimpangan fiskal
wertikal dan horisontal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta antar daerah
=onom yang dapat memunculkan benih-benih konflik di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Sejarah lahirnya kebijakan otonomi daerah telah ditandai dengan diundangkannya
“ndang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disusul dengan
%=0izkan desentralisasi fiskal yang berlandaskan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun
7228 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak terlepas
=0 tuntutan reformasi yang bergulir mulai beberapa tahun sebelumnya, yaitu sejak mulai
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tahun 1998. Salah satu isu utama yang menjadi agenda reformasi adalah adanya
perubahan sistem pemerintahan daerah dari sentralistik menuju ke desentralistik.

Perkembangan sistem pemerintah-an Indonesia di era orde baru lebih bernuansa
pada semangat sentralistik, walaupun secara formal sebenarnya telah dinyatakan dalam
undang-undang No. 5 Tahun 1974 bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan
daerah salah satunya adalah prinsip desentralisasi. Untuk itu, kedua Undang-undang
tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-
Undang No. 33 Tahun 2004.

Tinjauan Teoritik

Konsep dan Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara
dalam memberikan pelayan-an publik yang lebih baik dan menciptakan proses
pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi merupakan wujud
pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan,
kewenangan memungut pajak (faxing power), terbentuknya dewan yang dipilih oleh
rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dan adanya bantuan dalam bentuk transfer
dari pemerintah. Desentralisasi menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam,
baik aspek fiskal, politik, administrasi dan sistem pemerintahan, ekonomi, sosial dan
sebagainya. Secara umum konsep desentralisasi terdiri atas : Desentralisasi politik
(Political decentralization); Desentralisasi administratif (Administrative decentralization);
Desentralisasi fiskal (Fiscal decentraliozation) dan Desentralisasi ekonomi (Economic or
Market Decentralization) (Sidik, 2002).

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa desentralisasi adalah
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Menurut Studi Bank Dunia yang dilakukan Rondinelli, desentralisasi dapat
dibagi menjadi empatjenis, yaitu: (1). Dekonsentrasi (Deconsentration), yaitu pelimpahan
wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis herarki dengan
pemerintah pusat di daerah. (2). Pendelegasian (Delegation), yaitu pelimpahan
wewenang untuk tugas tertentu kepada organisai yang berada di luar struktur birokrasi
reguler yang dikontrol secara tak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian
wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundangan. Pihak yang menerima
wewenang mempunyai kekuasaan (discretion) dalam penyelenggaraan pendelegasian
tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (Sovereign
authority). (3). Devolusi (Devolution), yaitu pelimpahan wewe-nang kepada tingkat
pemerin-tahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan
pihak pemerintah daerah mendapat discretion yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat.
Dalam hal tertentu dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan
tugasnya, pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas
pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugas-nya, pemerintah daerah memiliki
wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk
melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur
penggunaannya, serta; (4). Privatization yaitu pelimpahan wewenang kepada organisasi
non pemerintah atau swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi
organisasi tersebut untuk ambil bagian secara nyata dalam proses pembangunan
nasional. Gagasan ini lebih menonjol dalam rangka debirokratisasi dalam arti
pengambilan keputusan untuk melak-sanakan fungsi-fungsi tertentu dengan melibatkan
organisasi-organisasi non pemerintah.
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Menurut Rondinelli (2001) desentralisasi didefinisikan sebagai transfer wewenang
&2an tanggungjawab dalam fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi
pemerintahan yang ada di bawahnya ataupun kepada sektor swasta. Desentralisasi ini
S=pat dibedakan menjadi desentralisasi politik, adminis-tratif, fiskal dan pasar.
Desentralisasi politik bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada
warga masyarakat dan wakil pemilih dalam pengambilan keputusan publik. Desentralisasi
acministratif bertujuan untuk mendistribusikan kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber-
sumber finansial guna penyediaan pelayanan publik di antara berbagai tingkat
pemerintahan yang berbeda.

Desentralisasi fiskal merupakan suatu tanggung jawab finansial yang merupakan
somponen utama dalam desentralisasi. Jika pemerintah lokal dan organisasi privat dapat
meizksanakan fungsi-fungsi desentralisasi secara efektif, maka mereka harus mempunyai
genesrimaan yang memadai, ditingkat-kan secara lokal atau ditransfer dari pemerintah

.~ pusat, demikian halnya dengan otoritas untuk membuat keputusan-keputusan tentang
penge-luaran. Desentralisasi ekonomi atau pasar adalah bentuk desentralisasi yang
2a8ng lengkap dari perspektif pemerintahan. Tipe desentralisasi ini dapat dilakukan dalam
Sentuk privatisasi dan deregulasi; yaitu pergeseran tanggung jawab untuk fungsi-fungsi
2=n sektor publik kepada sektor privat.

Konsep-konsep Desentralisasi Fiska '
Desentralisasi menurut jenisnya dapat dibedakan dalam beberapa konsep, yaitu

#Campo dan Sundaram, 2002; Sidik (2002); Martinez-Vazquez dan McNab (1997),):

=) Desentralisasi geografis atau desentralisasi teritorial, yakni pembagian suatu wilayah
menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil dengan kewenangan yurisdiksi yang jelas
diantara daerah-daerah tersebut;

8) Desentralisasi fungsional yakni pendistribusian kewenangan dan tanggungjwab
negara kepada unit-unit fungsional yang berbeda-beda dalam suatu pemerintahan;

=) Desentralisasi politik dan administrasi. Desentralisasi politik berkenaan dengan
kewenangan pembuatan keputusan yang bergeser dari pemerintah yang lebih tinggi
ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat
lokal dalam proses pembuatan keputusan mendapat peluang yang sangat luas.
Sedangkan desentralisasi adminis-trative erat kaitannya dengan desentralisasi politik,
bahkan secara faktual keduanya sulit dibedakan. Namun lebih difokuskan pada
operasionalisasi atau implementasi kebijakan/ keputusan publik agar berhasil secara
optimal.

28] Desentralisasi finansial, yakni berkaitan dengan pelimpahan tanggung jawab
pembelanjaan dan pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Bentuk-bentuk desentralisasi finansial ini antara lain adalah self-financing beberapa
penyelenggaraan pembangunan di daerah, cofinancing atau coproduction dengan
pihak-pihak swasta, intesifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak daerah dan retribusi,
pinjaman daerah, serta transfer atau subsidi antar tingkatan pemerintahan.

Behrman, etal (2003) dan Sidik (2002), menyatakan bahwa dorongan desentralisasi
y=ng terjadi di berbagai negara dunia terutama negara-negara berkembang, dipengaruhi
@e=h beberapa faktor misalnya latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya
2=lam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap
@gerubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi, dan
Sanyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintah sentralistis dalam memberikan

. p=layanan masyarakat yang efektif.
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Kegagalan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang kemudian memunculkan
pemikiran perlunya pengaturan desentralisasi termasuk desentralisasi fiskal adalah
berkaitan dengan siklus pengelolaan dana yang berasal dari pusat kepada daerah berupa
subsidi dan bantuan (Inpres). Permasalahan yang muncul dari pengelolaan yang terpusat
meliputi : (1) aspek perencanaan, dominannya peranan pusat dalam menetapkan prioritas
pembangunan (fop down) di daerah dan kurang melibatkan stakeholder, (2) aspek
pelaksanaan, harus tunduk kepada berbagai arahan berupa petunjuk pelaksanaan
maupun petunjuk teknis dari pusat, dan (3) aspek pengawasan, banyaknya institusi
pengawasan fungsional, seperti BPKP, Irjen Departemen, Ifjenbang, Inspektorat Daerah
yang dapat saling tumpang tindih (Boediono, 2002; Sidik, 2002; dan, Widjaja, 2002).

Berkaitan dengan desentralisasi finansial atau disebut juga sebagai desentralisasi di
bidang ekonomi yakni adanya penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah kepada
pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi
stabilisasi, bertujuan untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka
menciptakan stabilitas perekonomian secara nasional (Suyono, 2003).

Melalui desentralisasi fiskal seperti ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas
pembangunan dan penyediaan pelayanan umum karena semakin dekatnya masyarakat
dengan pemerintah sehingga mampu mengakomodasi kondisi masyarakat dan wilayah
yang heterogen. Disamping itu melalui kebijakan desentralisasi ini juga diharapkan mampu
menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good government),
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerin-tahan, dan peningkatan efektivitas
dan efisiensi pemerintahan (Bird, 2003; Sidik, 2002; Bahl dan McMullen, 2000). Dengan
demikian desentralisasi merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara,
terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses
pengambilan keputusan yang lebih demokratis.

Komponen kunci dan utama dalam kebijakan desentralisasi adalah desentralisasi
fiskal, karena dengan desentralisasi fiskal wewenang pengelolaan keuangan daerah
menjadi lebih besar. Pengertian desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan
kepada daerah untuk menggali dan menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan
daerah sesuai dengan potensinya masing-masing (Sidik, 2002; Bird dan Vaillancourt,
2000).

Adapun kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, menurut Kadjatmiko (2002),
dilakukan dengan tujuan yaitu: (1) Menjaga kesinambungan kebijaksanaan fiskal dalam
konteks kebijaksanaan ekonomi makro; (2) Mengoreksi vertical imbalance, yaitu
memperkecil ketimpangan yang terjadi antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan
daerah yang dilakukan dengan memperbesar faxing power daerah; (3) Mengoreksi
horizontal imbalance yaitu ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangannya;
(4) Meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja
Pemerintah Daerah; (5) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan (6)
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Sedangkan desentralisasi administratif adalah pelimpahan wewenang,
tanggungjawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik,
meliputi perencanaan, pendanaan dan pelimpahan manajemen. Desentralisasi
administratif meliputi: (1) Dekonsentrasi (deconcentration), yaitu pelimpahan wewenang
dari pemerintah pusat ke pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan pemerintah
pusat di daerah, oleh Silverman (1992) juga disebut sebagai Branch Office Model; (2)
Devolusi (devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang
lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan, dalam istilah Silverman
(1992) juga disebut sebagai Discretionary Authority Model; dan (3) Delegasi (delegation or
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Stutional pluralism) yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi
73 berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh
=merintah pusat, oleh Silverman (1992) dikenal sebagai Independent Subsidiary Model.
= Pramusinto (2001), penerapan prinsip-prinsip desentralisasi di atas akan
=anhirkan fungsi dan peran pemerintah daerah yang berbeda. Dalam hal ini ada dua
@=ndangan untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh pemerintah daerah, yaitu:
‘Swtonomous model dan integrated model. Autonomous model menggambarkan bahwa
se=menintah daerah secara relatif terpisah dari pemerintah pusat, sedangkan integrated
mocel memandang hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai
S=02n yang saling terintegrasi. Pola hubungan yang terjadi antara berbagai tingkatan
Semerintahan bersifat pragmatis dan fleksibel tergantung kepada kebutuhan persoalan-
@ersoalan yang dihadapi.

Pemberian wewenang kepada daerah yang lebih luas dalam pemungutan pajak dan

#=busi dapat berakibat pada penurunan investasi dan usaha secara makro maupun
#=oonal karena ini berpotensi melahirkan ekonomi biaya tinggi. Pada sisi lain
‘Se=seniralisasi juga memunculkan potensi terjadi konflik kepentingan antara daerah dan
“®=sonal. Penyerahan pengelolaan terhadap daerah dapat menyebabkan beberapa tujuan
SEmbangunan ekonomi secara nasional tidak tercapai.
Sejalan dengan hal ini, menurut Nurkholis (2001), terdapat isu utama yang
mengemuka dan harus segera direspon oleh pemerintah daerah, yaitu : 1) paradigma baru
2 menempatkan rakyat sebagai mitra yang berkedudukan sejajar dalam peren-canaan
mbangunan daerah. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk merencanakan strategi
mbangunan daerahnya dengan lebih baik dan terarah, serta mengimplementasikannya
S=cara fransparan dan accountable; 2) perlu disadari bahwa otonomi daerah harus
membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-
s=mou yang disepakati bersama sebagai jaminan terseleng-garanya keteraturan sosial.
Sfonomi harus memberikan peluang yang sehat bagi persaingan antar daerah, yang tentu
%= harus dibarengi dengan persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang belum
ou mensejajarkan diri dalam suatu level of playing field.

san Desentralisasi Fiskal.

Secara garis besar, fiskal dalam keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian,
manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua
ponen tersebut sangat menentukan kedudukan suatu pemerintahan daerah dalam
axa melaksanakan otonomi.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang didasarkan pada
2ang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
2anti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004) memberikan
=nangan yang luas dan nyata kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan
mengatur sumberdaya sesuai dengan kepentingan masyarakat daerahnya. Pemerintah
S==rz2h berwenang untuk menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi dan
perdaya yang dimilikinya.

Adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik, yang
2l pada tahun anggaran 2001 (Januari 2001) membawa konsekuensi perlunya
2=kan perubahan pendekatan pada manajemen keuangan daerah terutama pada sisi
gelolaan fiskal. Kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan
==rah juga perlu disesuaikan dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah yakni
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dengan menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal.

Untuk menjamin hubungan keuangan Pusat-Daerah yang baik, maka harus diberikan
pembagian kewenangan yang rasional dari berbagai tingkat pemerintahan mengenai
penggalian sumber dana pemerintah dan kewenangan penggunaannya, menyajikan suatu
bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk
membiayai pelaksanaa fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang
diselenggarakan pemerintah daerah; sejauh mungkin membagi pengeluaran pemerintah
secara adil diantara daerah-daerah, atau sekurangnya memberikan prioritas pada
pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu serta pajak dan retribusi yang dikenakan
pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari
pengeluaran pemerintah dalam masyarakat (Sidik, 1999). Selanjutnya desentralisasi fiskal
diusahakan agar kesenjangan antara penerimaan dengan tanggung jawab pengeluarannya
perlu sekecil mungkin (Anwar, 1994). Berkaitan dengan desentralisasi finansial atau disebut
juga sebagai desentralisasi di bidang ekonomi yakni adanya penyerahan sebagian
kewenangan Pemerintah kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi,
fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi, bertujuan untuk mengatur dan mengurus
perekonomian daerah dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian secara nasional
(Suyono, 2003). Ketiga fungsi tersebut menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah
pusat. Namun untuk menuju kepada sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien,
sebagian besar wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat tersebut
didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, dimana tetap ada sebagian wewenang dan
tanggungjawab yang masih dikendalikan pemerintah pusat, contohnya seperti kebijakan
yang mengatur variabel ekonomi makro. Melalui desentralisasi fiskal diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas pembangunan dan penyediaan pelayanan umum karena semakin
dekatnya masyarakat dengan pemerintah sehingga mampu menga-komodasi kondisi
masyarakat dan wilayah yang heterogen. Disamping itu melalui kebijakan desentralisasi ini
juga diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab
(good government), meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerin-tahan, dan
peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintahan (Bird, 2003; Sidik, 2002; Bahl dan
McMullen, 2000). Dengan demikian desentralisasi merupakan alat untuk mencapai salah
satu tujuan bernegara, terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan
menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Menurut Sidik (2002),
Bird dan Vaillancourt (2000) menyatakan bahwa komponen kunci dan utama dalam
kebijakan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal, karena dengan desentralisasi fiskal
wewenang pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih besar. Pengertian desentralisasi
fiskal adalah pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menggali dan menggunakan
sendiri sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensinya masing-masing.
Selanjutnya banyak pakar menekankan perlunya desentralisasi fiskal untuk perbaikan
efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas, dan pening-katan mobilisasi dana
(Bird dan Vaillancourt, 2000).

Menurut Bahl dan McMullen (2000) dari sudut efektivitas dan efisiensi, desentralisasi
dinilai akan menciptakan sistem pemerintahan, dan berpeluang meningkatkan pemerataan
pembangun-an dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, namun tidak
ada yang menjamin bahwa desentralisasi akan bisa berjalan dengan baik, yang disebabkan:
(1) pengendalian makro ekonomi, seperti instrumen-instrumen fiskal utama: pajak,
pengeluaran pemerintah dan pinjaman yang seharusnya dikendalikan oleh pusat, (2) terkait
dengan arah investasi dalam prasarana sosial. Jika kewenangan fiskal sepenuhnya
diserahkan kepada daerah, investasi akan cenderung diprioritaskan pada proyek-proyek
yang memiliki manfaat dalam skala lokal saja, sehingga investasi yang sifatnya lebih luas
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(lintas daerah) masih memerlukan dana tambahan dari pemerintah pusat.

Tujuan akhir kebijakan desentralisasi fiskal adalah untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat secara optimal. Hal ini dapat tercapai jika pengelolaan pembangunan di
daerah tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, karena pemerintah daerah
mempunyai informasi yang lebih baik tentang potensi dan permasalahan daerahnya.
Dengan demikian, jika tanggungjawab pengelolaan pembangunan sebagian diserahkan
kepada pemerintah daerah sesuai kewenangannya secara hukum, maka kesejahteraan
masyarakat di daerah akan lebih cepattercapai.

Tinjauan Hukum Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Menurut Aswin (2005), bahwa pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara
merupakan implementasi dari amanat konstitusi yang mendasarinya.  Kebijakan
desentralisasi memiliki landasan hukum yang kuat dan dimuat dalam Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggara-
kan otonomi daerah. Dalam pasal ini dan penjelasannya disebutkan bahwa Negara
Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administratif.
Implementasi dari amanat UUD tersebut direalisasikan dalam bentuk undang-undang, yaitu
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Jika dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 diatur bahwa yang disebut
pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD sehingga kedudukan DPRD sebagai
lembaga eksekutif, maka di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1 999, secara tegas
menetapkan bahwa di daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah yang
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah selaku badan eksekutif
daerah yang terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah. Sedangkan pada
Undang-Undang pemerintahan daerah yang terbaru yakni UU No.32 Tahun 2004,
menyatakan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah (bukan lembaga legislatif daerah).

Seiring dengan perkembangan sosial ekonomi dan dari berbagai pengalaman
pelaksanaan pembangunan selama hampir 30 tahun, dirasakan implementasi UU No. 5
Tahun 1974 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat
dan wilayah, dengan puncaknya ketika terjadi krisis ekonomi yang diiringi dengan adanya
tuntutan reformasi di segala bidang termasuk di dalamnya tuntutan desentralisasi /
otonomi. Dalam rangka merespon aspirasi tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam Pasal 7 UU No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa kewenangan daerah
mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang
politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta
kewenangan bidang lain yang meliputi: kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perim-bangan keuangan,
sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan
pemberdayaan sumberdaya manusia, pemberdaya-gunaan sumberdaya alam serta
teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Selanjutnya pada
pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada
daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia sesuai dengan
kewenangan yang diserahkan tersebut. Sedangkan pada pasal 11 ayat 2, disebutkan
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bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota meliputi
pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan,
industri dan per-dagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi,
dan tenaga kerja.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka desentralisasi
fiskal berarti bahwa kepada daerah diberikan wewenang untuk memanfaatkan sumber
keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Dengan demikian proporsi antara pemberian wewenang terhadap tugas, tanggungjawab
dan pemberian wewenang dalam pengelolaan keuang-an untuk mendukung wewenang,
tugas dan tanggungjawab tersebut hendaknya berimbang.

Setelah dikeluarkannya undang-undang yang menjadi landasan pelaksanaan
desentralisasi fiskal, maka disusun perundangan di bawahnya yang berimplementasi di
lapangan, yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, dan
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Banyak lagi aturan hukum dan perundangan yang
mendukung pelaksanaan desentralisasi yang bersifat sektoral, seperti perpajakan,
pendidikan, bagi hasil SDAdan lain sebagainya.

Selanjutnya Undang-Undang No.22 dan 25 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-
Undang No.32 dan 33 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut
penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila
penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber
penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana
besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian sumber keuangan yang
melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber
keuangan daerah (penjelasan atas UU.No.32 Tahun 2004).

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan antara lain
berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan
pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan
retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional
yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan
daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-
sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, pada prinsipnya Pemerintah
menganut prinsip : uang mengikuti fungsi.

Sejarah Perkembangan Desentralisasi Fiskal

Ketika masa pemerintahan Hindia Belanda dikeluarkan Decen-tralisatiewet 1903.
Undang-Undang Desentralisasi 1903 ini memberi kemungkinan bagi pembentukan
Gewest atau bagian Gewest yang mempunyai keuangan sendiri untuk membiayai
kegiatannya. Pelaksanaan UU Decentralisatiewet 1903 dilakukan dengan Decentralisatie
Besluit dan Locale Radenordonnantie (1905). Menurut kedua peraturan ini daerah yang
diberi keuangan sendiri disebut Locaal Ressort, sedang Raadnya disebut Local Raad (Gie,
1967).

Ketika Jepang menguasai Nusantara tahun 1942-1945, situasi perang menuntut
adanya sentralisasi kekuasaan. Setelah Proklamasi Kemer-dekaan 17 Agustus 1945,
Pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri memahami benar betapa pentingnya
hubungan antara Pusat-Daerah, kemudian dikeluarkan Undang-Undang No.1/1945
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%=ntang kewenangan Pusat dan Daerah yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada
Saerah (Kansil, 1979).

Pada saat demokrasi liberal tahun 1950-1959, diterbitkan UU No. 32 Tahun 1956 dan
UU No. 1 Tahun 1957, yang pada hakekatnya merupakan otonomi luas, dengan
mengandung prinsip otonomi formil : wewenang Daerah mengurus rumah tangganya tidak
Sibatasi / diperinci, sejauh tidak bertentangan dengan urusan yang diatur oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Undang-Undang tersebut
memuat sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari 1) Pajak dan Retribusi Daerah. 2)
Fajak Negara yang diserahkan kepada Daerah 3) Bagi hasil sebagian atau seluruhnya
pajak negara dan 4) ganjaran, subsidi dan sumbangan. Hak pengelolaan dalam Undang-
undang ini menyebutkan DPRD memegang semua kekuasaan pengelolaan umum
¥suangan Daerah lewat suatu Perda, seperti : 1) penyusunan anggaran. 2) rencana
anggaran. 3) menyelenggarakan keuangan daerah. 4) memeriksa perhitungan dan
pertanggung jawaban keuangan Daerah. Rencana anggaran keuangan yang dibuat
DPRD baru berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat | dan
oleh DPRD setingkat lebih atas bagi daerah lainnya (Suyamto, 1990).

Pada periode Demokrasi Ter-pimpin terdapat Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959
gan No. 5 Tahun 1960, dengan prinsip yang terkandung Undang-undang ini adalah
melanjutkan politik desentralisasi (teritorial) dan dekonsentrasi dimana Daerah diberi hak
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, ~dengan memperhatikan
k¥emampuan masing-masing Daerah. Saat rezim Orde Lama ini otonomi hakekatnya
adalah otonomi terbatas. Hubungan keuangan antar pemerintah Pusat dan Daerah tidak
diatur secara formal dalam Undang-undang diatas.

Menjelang berakhirnya Orde Lama, Pemerintah menerbitkan UU No. 18 Tahun 1965
yang mengadung prinsip ; a) Otonomi teritorial yang riil dan seluas-luasnya, serta
menjalankan politik dekonsentrasi sebagai komplemen yang vital. b) Otonomi selain
sebagai hal / kewenangan dan sekaligus kewajiban. Sumber-sumber penerimaan daerah
terdiri dari ; 1) hasil perusahaan daerah, 2) pajak dan retribusi daerah, 3) pajak negara yang
diserahkan kepada daerah, 4) bagi hasil pajak pemerintah pusat, 5) pinjaman, serta 6)
iain-lain hasil utama.

Ketika pemerintahan dibawah rezim Orde Baru dengan konfigurasi politik sama
dengan orde lama yaitu otoritarian telah diterbitkan UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5
Tahun 1979. Menurut Tim Peneliti ILD (2004), kedua UU tersebut mengandung prinsip ; a)
Otonomi nyata dan bertanggung jawab, b) Otonomi adalah hak, wewenang dan sekaligus
xewajiban. Semangat sentralisasi telah meresap disemua aspek kehidupan, politik dan
pemerintahan, demokrasi, perimbangan keuangan dan administrasi publik. Rezim Orde
Saru menerapkan struktur hirarki kekuasaan yang bersifat kaku dimana Pemerintah Pusat
memiliki kendali yang kuat disemua jenjang politik, pemerintahan dan hirarki sosial
kemasyarakatan. Melalui jalur Birokrasi dan Militer, melakukan upaya mengendalikan hal
tersebut. Pemerintah Pusat memonopoli pengelolaan kegiatan ekonomi dan penggalian
sumber daya alam yang terdapat di Daerah. Struktur kekuasaan yang bersifat otoriter
telah menimbulkan ketidakpuasan sosial yang mendalam dan meluas khususnya di
kalangan masyarakat Daerah. Sumber penerima-an terdiri dari 1) Pendapatan Asli
Daerah yang dirinci : (a) hasil pajak daerah (b) hasil retribusi daerah (c) hasil perissahaan
daerah (d) lain-lain hasil yang sah. 2) Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah
yang terdiri dari : (a) sumbangan dari Pemerintah, (b) sumbangan sumbangan lain, yang
diatur dengan peraturan perundang-undangan (c) lain-lain pendapatan yang sah.
Pengelolaannya adalah Kepala Daerah menyelenggarakan pengurusan, pertanggung
jawaban dan pengawasan keuangan daerah (Kuncoro, 2004).
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Ketika masa reformasi dengan mundurnya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998,
terdapat kerangka baru dalam hubungan antara pusat dan daerah dengan keluarmnya
Ketetapan MPR No. XV Tahun 1998, Undang-Undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999. Kedua
Undang-undang ini, mengandung tiga prinsip yaitu : a) Otonomi luas, nyata dan bertanggung
jawab. b) Penyelenggaraan otonomi memperhatikan aspek demokratis, partisifatif, adil dan
merata dengan memperhatikan potensi dan keragaman daerah. c) Otonomi provinsi bersifat
terbatas, sekaligus menjalankan fungsi dekonsentrasi. Sumber-sumber penerimaan terdiri
dari PAD (hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah), dana perimbangan, pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Hak
pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dalam pembiayaan pelaksa-naan
dekonsentrasi, tugas berbantuan dan desentralisasi dilakukan secara terpisah. Kepala
Daerah adalah pengelolaan keuangan daerah (dana desentralisasi) dan dipertanggung
jawabkankan kepada DPRD. Pengesah-an APBD diwujudkan dalam bentuk Peraturan
Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Selanjutnya selama tiga tahun pelaksanaan Undang-Undang No. 22 dan No. 25
Tahun 1899 masih dirasakan berbagai kelemahan, sehingga perlu direvisi. Setelah
melalui perdebatan panjang, serta dengan persetujuan DPR RI, maka tahun 2004
diterbitkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan No. 33 Tahun 2004 sebagai pengganti
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, kedua UU ini
mengandung prinsip ; a) Otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. b)
Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat,
menjamin hubungan serasi antar daerah, dan menjamin hubungan serasi daerah dengan
Pemerintah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa
sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
Pendapatan daerah bersumber dari ; a) Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan
lain-lain pendapatan b) Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran,
penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan (Aswin, 2005).

Sumber -sumber Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi daerah menurut UU
No. 25 Tahun 1999, Pasal 3 meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana
Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, dan (4) Lain-lain penerimaan yang syah. Sedangkan
berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, sumber penerimaan daerah dipilah menjadi
pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari PAD, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan. Menurut Mardiasmo (2001), bahwa penerimaan
transfer dari pemerintah pusat sangat diperlukan untuk membiayai pengeluaran
pemerintah daerah.

1. Pendapatan AsliDaerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu wujud dari desentralisasi
fiskal untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali
dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya. Pendapatan Asli Daerah (Local
Government Genuine Receipt), merupakan penerimaan yang terdiri dari : pajak
daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, penerimaan dinas dan penerimaan lain-
lain (Statistik Keuangan, 1999).
Menurut Sidik (2002), kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi
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daerah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah.
UU tersebut ditindaklanjuti dengan PP No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah.
Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, daerah diberikan kewenangan
untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi dengan pertimbangan bahwa
jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua daerah
dan merupakan jenis pungutanyang baik.

2. DanaPerimbangan
Menurut UU No. 25 Tahun 1999, dana perimbangan antara pusat dan daerah
meliputi: (1) bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumberdaya alam, (2) dana alokasi
umum, dan (3) dana alokasi khusus. Dana perimbangan ini proporsinya semakin
meningkat seiring dengan amanat UU No. 33 Tahun 2004.

a) DanaBagiHasil Pajak dan Bukan Pajak

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah
mendapatkan bagian pajak penghasilan perseorangan sebesar 20 persen dan 80
persen untuk pemerintah pusat. Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan
bangunan (PBB) dengan imbangan 10 persen untuk pemerintah pusat dan 90
persen untuk daerah. Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dibagi dengan imbangan 20 persen untuk pemerintah pusat
dan 80 persen untuk pemerintah daerah. Penerimaan pemerintah pusat dari bagi
hasil PBB dan BPHTB akan dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan kota,
Bagian daerah yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumberdaya
alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi
dengan imbangan 20 persen untuk pemerintah pusat dan 80 persen untuk
daerah. Rincian penerimaan daerah yang berasal dari sumber daya alam (SDA)
sebagai sumber penerimaan APBD dapat dilihat Tabel 2.1. Penerimaan sektor
kehutanan dimana penerimaan luran Hak Pengusahaan Hutan sebesar dibagi
dengan rincian Provinsi 16 persen, kabupaten dan kota penghasil 64 persen.
Penerimaan Provisi sumberdaya hutan sebesar 80 persen dibagi untuk Provinsi
16 persen, kabupaten / kota penghasil 16 persen, kabupaten dan kota lain 32
persen. Penerimaan sektor pertambangan umum berupa penerimaan iuran tetap
(IT / Land rent) sebesar 80 persen dibagi untuk provinsi sebesar 16 persen,
kabupaten / kota penghasil sebesar 64 persen. Penerimaan iuran eksplorasi
sebesar 80 persen dibagi menjadi provinsi 16 persen, kabupaten / kota penghasil
32 persen, kabupaten / kota lain sebesar 32 persen. Pungutan dari sektor
perikanan dibagikan merata kepada seluruh kabupaten dan kota. Bagian
pendapatan pemerintah pusat untuk pertambangan minyak bumi adalah 85
persen, sedangkan bagian untuk daerah 15 persen yang dibagi untuk provinsi 3
persen, kabupaten / kota penghasil 6 persen, kabupaten / kota lain 6 persen.
Sektor pertambangan minyak dan gas alam, yaitu bagian pendapatan pemerintah
pusat untuk pertambangan gas alam adalah sebesar 70 persen, untuk daerah
sebesar 30 persen yang dibagi menjadi; provinsi 6 persen, kabupaten / kota
penghasil 12 persen, dan kabupaten/kota lain 12 persen.

b) DanaAlokasi Umum
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer keuangan dari pemerintah pusat
kepada daerah otonom sebagai upaya mengatasi ketimpangan horisontal
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antardaerah. Transfer fiskal ini ditempuh melalui mekanisme pemberian Dana
Alokasi Umum (DAU) yang ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari
penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

Penentuan kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan menggunakan konsep fiscal
gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah
(fiscal needs) dengan potensi daerah (fiscal capacity). Sehingga DAU digunakan
untuk menutup celah fiskal yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi potensi
penerimaan. Berdasarkan konsep fiscal gap, daerah yang memiliki kemampuan
relatif besar akan memperoleh DAU lebih kecil dari daerah yang kurang.

Tabel 1
Rincian Bagian Daerah Yang Berasal Dari Sumber Daya
Alam (SDA) Dalam Struktur Penerimaan APBD

Alokasi Penerimaan
Daerah
Kategori Kab / -
v Provi Kab /
Rensifmasn Pusat by Kab / :(:i;a nsi Kota
Total > Kota Se se
{os Ybs g?g? Indo- Indon
o nesia | e-sia
PAD 100
proPINSI [ 2% |- , %
PADKAB/ | o i 100
KOTA g %
PPh
Perseoranga | 80 % 20 %
n
PBB 10% | 90% 2/:3'2 5,3/:"8 65 %
BPHTB 20 % 80 % 16 % 64 % 20 %
SDA.
Kehutanan | 509, | 80% |16% |64%
PSDH 20 % 80% |16% |32% |32%
SDA Pert.
el 0% |80% | 16% |64%
20 % 80 % 16 % 32 % 32 %
IEIE
SDA
Perikanan
- PPP + 20 % 80 %
PHP
SDA Minyak | 85 % 15% | 3% 6 % 6 %
o Gas 70% |30% |6% |12% |12%
25% 25% | 5°
Gatam | 78% | (min) i) | (min)
{ Max) | untuk A Sesu
APBN ai ;
DAU Bobot ai
Bobot

Sumber : Mardiasmo (2001)
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Dengan konsep ini, suatu daerah yang kaya berpeluang memperoleh DAU

negatif. Dalam menghitung DAU, kebutuhan daerah dicerminkan dari variabel
jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, kepadatan penduduk dan jumlah
masyarakat miskin. Sementara potensi ekonomi daerah diindikasikan dengan
variabel potensi industri, SDA, SDM, dan PDRB (Sidik, 2002; Subramaniam dan
Ashkanasy, 2001).
Menurut Saragih (2003), ada lima hal mendasar yang harus dilakukan daerah
dalam mengelola bantuan pusat. Pertama, acceptable, artinya dana tersebut
harus mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat. Kedua, accountable,
yaitu penggunaan dana pusat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
secara transparan. Ketiga, profitable, memberikan manfaat dan nilai tambah
tertentu bagi kegiatan perekonomian masyarakat. Keempat, sustainable, hasilnya
dapat lestari dan berkelanjutan. Kelima, replicable, yakni pengelolaan dana dan
kelangsungan hasilnya harus dapat dikembangkan oleh semua anggota
masyarakat yang ada. Sebagai salah satu derivatif pembiayaan desentralisasi
fiskal, DAU berperan besar menentukan berhasil tidaknya otonomi daerah.

Menurut Sidik (2003) dalam Kuncoro (2004 ) DAU didefinisikan sebagai :

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang
pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal (fiscal gap)
yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

2. Instrumen untuk mengatasi ketidak-seimbangan horisontal (horisontal
imbalance) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah di mana penggunaannya ditetapkan sepenuh-nya oleh
daerah.

3. Pemerataan grant (equalization grant), yaitu berfungsi untuk menetralisasi
kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil
SDAyang diperoleh daerah.

c) DanaAlokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari APBN, yang
dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus, yang meliputi :
kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus DAU
seperti kebutuhan di kawasan transmigrasi, investasi baru, pembangunan jalan di
kawasan terpencil dan lain sebagainya, dan kebutuhan yang merupakan
komitmen atau prioritas nasional, termasuk di dalamnya adalah kegiatan
penghijauan dan reboisasi.

Menurut Sidik (2002), selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus,
bentuk lain hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah
dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan
wewenang pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di
provinsi sebagai tuntutan otonomi daerah. Sementara hubungan tugas
perbantuan sebenarnya mirip dengan dekonsentrasi hanya sasarannya adalah
pemerintah daerah dan desa serta sifatnya bukan pelimpahan wewenang tetapi
penugasan.

Transfer Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih
untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan pemerintah pusat
sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus.
Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi
1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak
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mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.

2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung
transmigrasi.

3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah
pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.

4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak
kerusakan lingkungan (Langoday, 2006).

Menurut UU No. 25 Tahun 1999, Pasal 8 menggariskan bahwa kebutuhan
khusus yang dapat dibiayai dengan DAK antara lain : kebutuhan yang tidak dapat
diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan atau
kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Selanjutnya
dikatakan bahwa 40 persen dari penerimaan negara yang berasal dari dana
reboisasi disediakan kepada daerah sebagai DAK. DAK diberikan kepada daerah
tertentu berdasarkan usulan daerah dengan penyediaan dana pendamping
sebesar 10 persen yang berasal dari penerimaan umum APBD (kecuali untuk DAK
reboisasi). Adapun persyaratan untuk memperoleh DAK adalah:

1. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh
pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, Bagi Hasil Pajak, SDA, DAU,
Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

2. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 persen dari
kegiatan yang diajukan (kecuali untuk DAK dari dana reboisasi).

3. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor / kegiatan yang ditetapkan
oleh menteri teknis / instansi terkait. Selanjutnya kegiatan-kegiatan untuk
DanaAlokasi Khusus (DAK) berdasarkan PP 104 Tahun 2000 meliputi :

* DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau
peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur
ekonomis yang panjang.

» Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu membiayai pengoperasian
dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas,
tidak melebihi tiga tahun.

3. Pinjamandaerah
Pinjaman pemerintah Daerah (Local Gov. Loans) adalah penerimaan yang
diperoleh dari hasil pinjaman baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Pinjaman
dalam negeri dapat dilakukan terhadap pemerintah pusat dan / atau lembaga
komersial, atau melalui obligasi daerah. Sedangkan untuk pinjam ke luar negeri harus
mendapatkan persetujuan pemerintah pusat. Pinjaman daerah ini telah diatur
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah.

Tinjauan Empirik

Konflik Vertikal dan Peran Komunikasi Pemerintah Dalam Kebijakan Desentralisasi
Fiskal

Konflik vertikal dan peran komunikasi pemerintah telah lama menjadi perhatian. Hal
ini mengingat pengalaman sejarah tentang munculnya konflik vertikal telah lama terjadi di
Indonesia. Gejala ketidakpuasan pada berbagai daerah, serta ketidakpuasan dalam
menghadapi dominasi pemerintah pusat telah muncul sejak masa pemerintahan Orde
Lama, kemudian ketidakpuasan ini dapat ditekan pada masa pembangunan pemerintahan
Orde Baru melalui berbagai upaya pemerataan pembangunan dalam mendorong
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